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Abstrak

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) di Kabupaten Cianjur
belum berjalan optimal karena belum didukung pengaturan operasional yang menjabarkan tata kelola
pelaksanaan secara teknis. Permasalahan tersebut terlihat dari rendahnya kepatuhan pelaporan badan
usaha, belum terintegrasinya pengelolaan data TISLBU, serta belum optimalnya koordinasi, pembinaan,
pengawasan, pemantauan, dan evaluasi. Kajian ini bertujuan menganalisis urgensi pengaturan operasional
tatakelola TJSLBU di Kabupaten Cianjur sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur Nomor 16 Tahun 2025. Metode yang digunakan adalah kajian hukum normmatif dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kebijakan. Analisis
dilakukan melalui studi literatur, telaah regulasi, dokumen perencanaan daerah, serta analisis kebijakan
menggunakan metode Controversy, Gap, and Inconsistency (CGI), metode Urgency, Seriousness, and
Growth (USG), serta metode Bardach. Hasil analisis CGI mengidentifikasi beberapa permasalahan tata
kelola TISLBU, kemudian permasalahan tersebut dianalisis menggunakan metode USG dan didapatkan
rendahnya kepatuhan pelaporan badan usaha sebagai masalah prioritas. Berdasarkan hasil tersebut, analisis
Bardach menunjukkan bahwa penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola TISLBU merupakan
alternatif kebijakan yang paling layak. Kajian ini merekomendasikan agar Peraturan Bupati tersebut
memuat standar pelaporan, mekanisme pengelolaan data dan sistem informasi, pembagian peran
antarperangkat daerah dan Forum TISLBU, serta tindak lanjut atas ketidakpatuhan badan usaha.

Kata Kunci: Kebijakan Daerah; Pengaturan Operasional; Peraturan Bupati; Tata
Kelola; TISLBU.

Abstract
Theimplementation of Corporate Social and Environmental Responsibility of Business Entities (TJSLBU)
in Ciarjur Regency has not been optimal because it has not been supported by operational r jons
that technically govern its implementation. This problem is reflected in the low compliance of business
entities in reporting, the lack of integrated TISLBU data management, and the suboptimal coordination,
guidance, supervision, monitoring, and evaluation mecharisms. This study aims to analyze theurgency of
operational regulation for TJISLBU governance in Cianjur Regency as a follow-up to the implementation
of Cianjur Regency Regional Regulation Number 16 of 2025. The method usedis a novmative legal study
with statutory, conceptual, and policy approaches. The analysis was conducted through literature review,
regulatory review, regional planning document review, and policy analysis using the Controversy, Gap,
and Inconsistency (CGl) approach, the Urgency, Seriousness, and Growth (USG) method, and the
Eightfold Path policy analysis framework developed by Bardach. The CGI analysis identified several
governance issues related to TISLBU, which were subsequently priovitized using the USG method,
revealing the low compliance of business entities in reporting TISLBU implementation as the most critical
issue. Based on these findings, the Fightfold Path analysis identified the formulation of a Regent Regulation
on TJSLBU Governance as the most feasible policy alternative. The study recommends that such a
regullation stipulate reporting standards, data and information-system management, the division of roles
among regional apparatus and the TJSLBU Forum, and follow-up measures for non-compliant business
Keywords: Local Policy; Operational Regulation; Regent Regulation,
Governance; TISLBU.
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A. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional
yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas
pelayanan publik, serta mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan wilayah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan
bahwa pembangunan daerah merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang
diserahkan kepada daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional. Dalam
konteks Kabupaten Cianjur, arah pembangunan daerah juga menekankan
pentingnya integrasi, koordinasi, dan sinkronisasi agar berbagai sumber daya dapat
mendukung prioritas pembangunan daerah (Republik Indonesia, 2014; Pemerintah
Kabupaten Cianjur, 2025b).

Keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan
pembangunan menuntut kolaborasi dengan pemangku kepentingan nonpemerintah,
termasuk badan usaha. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut adalah pelaksanaan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU), yang dapat
menjadi instrumen pendukung pembangunan daerah apabila dikelola secara terarah
dan terintegrasi. Iskandar (2018) menjelaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab
sosial perusahaan memiliki potensi sebagai alternatif sumber pembiayaan
pembangunan daerah apabila dikelola sesuai kebutuhan pembangunan.

Secara konseptual, Corporate Social Responsibility (CSR) atau TISLBU
merupakan komitmen badan usaha untuk berkontribusi terhadap pembangunan
ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.
Carroll (1991) menjelaskan bahwa tanggung jawab perusahaan mencakup dimensi
ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. Dalam konteks Indonesia, CSR juga
dipahami sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan
lingkungan sekitar, sehingga TISLBU tidak hanya bersifat filantropis, tetapi juga
berkaitan dengan tanggung jawab hukum, sosial, dan etis badan usaha (Mardikanto,
2014).

Pelaksanaan tanggung jawab sosial badan usaha di Indonesia telah memiliki
dasar normatif melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur kewajiban badan usaha atau
penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Ketentuan tersebut
diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 dan Peraturan
Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Badan Usaha (Republik Indonesia, 2007a; Republik Indonesia, 2007b;
Republik Indonesia, 2012; Republik Indonesia, 2020).

Meskipun telah memiliki dasar hukum, implementasi tanggung jawab sosial
badan usaha di tingkat daerah masih menghadapi persoalan tata kelola. Setiawati
dkk. (2022) menunjukkan bahwa pengaturan CSR dalam regulasi pemerintah
daerah memerlukan mekanisme pengawasan yang memadai agar pelaksanaannya
berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Temuan
tersebut diperkuat kajian normatif terkini yang menyimpulkan bahwa norma TJSL
pada tataran undang-undang belum disertai pengaturan teknis yang memadai,
sehingga pelaksanaannya bergantung pada inisiatif masing-masing badan usaha
(Nuriyatman dkk., 2024; Irawan, 2024). Selain itu, tata kelola CSR membutuhkan
kolaborasi antara pemerintah daerah, badan usaha, dan pemangku kepentingan
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lainnya agar dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara
efektif (Sitepu & Maulana, 2021; Kurniawan dkk., 2025).

Kabupaten Cianjur telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur
Nomor 16 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Badan Usaha sebagai dasar hukum pelaksanaan TISLBU. Namun,
pelaksanaannya masih menghadapi persoalan rendahnya kepatuhan pelaporan
badan usaha, belum lengkap dan terintegrasinya data pelaksanaan TISLBU, serta
belum optimalnya koordinasi dan pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa keberadaan peraturan daerah masih memerlukan pengaturan operasional
agar pelaksanaan TJSLBU dapat berjalan lebih tertib dan terukur (Pemerintah
Kabupaten Cianjur, 2025a; Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2025c).

Permasalahan pelaporan menjadi isu penting karena laporan TJSLBU
merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pendataan,
pengendalian, evaluasi, dan sinkronisasi program dengan prioritas pembangunan
daerah. Berdasarkan data Website CSR Kabupaten Cianjur, dari 122 perusahaan
yang diminta menyampaikan laporan, hanya 11 perusahaan pada tahun 2024 dan
15 perusahaan pada tahun 2025 yang telah menyampaikan laporan realisasi
kegiatan TJSLBU. Rendahnya kepatuhan tersebut membatasi informasi mengenai
kontribusi badan usaha, sehingga program TJSLBU sulit diukur dan diintegrasikan
dengan agenda pembangunan daerah (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2025a).
Kondisi serupa dilaporkan pada tingkat nasional maupun internasional, yaitu bahwa
kualitas pengungkapan dan pelaporan tanggung jawab sosial badan usaha sangat
ditentukan oleh ketersediaan standar pelaporan dan mekanisme verifikasi yang
mengikat (Hossain & Kibria, 2024; Ayamga dkk., 2024).

Dari perspektif tata kelola, persoalan tersebut menunjukkan adanya
kesenjangan antara pengaturan normatif dan kebutuhan teknis implementasi. Ansell
dan Gash (2008) menjelaskan bahwa collaborative governance membutuhkan
forum, aturan main, proses koordinasi, dan keterlibatan aktor publik maupun privat.
Dalam konteks TJSLBU, prinsip tersebut menegaskan pentingnya pengaturan
operasional untuk memperjelas peran pemerintah daerah, badan usaha, Forum
TJISLBU, dan perangkat daerah terkait. Sejumlah kajian mutakhir juga
menunjukkan bahwa desain kelembagaan berupa aturan main yang tegas
merupakan prasyarat utama keberhasilan tata kelola kolaboratif di daerah (Suyeno
dkk., 2024; Wijaya dkk., 2024; Ismail dkk., 2023).

Kajian terdahulu dalam tiga tahun terakhir telah menyoroti persoalan tata
kelola TJISLBU dari sudut pandang yang berbeda. Pertama, Sitakar dan Rangkuti
(2024) meneliti tata kelola program CSR melalui collaborative governance di
Kabupaten Dairi dan menemukan bahwa ketiadaan peraturan khusus yang
mengatur tata kelola CSR menyebabkan badan usaha melaksanakan program secara
sendiri-sendiri, enggan menyampaikan laporan, serta tidak terbentuknya forum
resmi antara pemerintah daerah dan badan usaha, sehingga program CSR tidak
terhubung dengan prioritas pembangunan daerah. Kedua, Kurniawan dkk. (2025)
mengkaji model tata kelola kolaboratif CSR di Kabupaten Muara Enim dan
menyimpulkan bahwa keberadaan Forum CSR yang dibentuk melalui Peraturan
Bupati belum efektif karena tidak disertai mekanisme insentif, sanksi, sistem
informasi terpadu, dan prosedur kerja bersama, sehingga forum lebih berfungsi
sebagai tempat pelaporan daripada ruang koordinasi. Ketiga, Nuriyatman dkk.
(2024) melalui kajian hukum normatif menemukan bahwa norma TJSL dalam
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peraturan perundang-undangan masih bersifat umum dan belum menyediakan
pedoman teknis pelaksanaan, sehingga penerapannya di lapangan sangat
bergantung pada penafsiran masing-masing badan usaha.

Ketiga kajian tersebut sama-sama menunjukkan bahwa kelemahan
pelaksanaan TJSLBU bersumber dari lemahnya desain kelembagaan dan ketiadaan
aturan teknis, namun ketiganya berhenti pada diagnosis persoalan dan belum
menilai secara sistematis alternatif kebijakan yang paling layak ditempuh
pemerintah daerah. Kajian ini mengisi celah tersebut dengan memadukan analisis
CGI, USG, dan kerangka Eightfold Path untuk menetapkan prioritas masalah
sekaligus menguji kelayakan alternatif kebijakan, dengan konteks spesifik tindak
lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2025 yang belum
pernah dikaji sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi
pengaturan operasional tata kelola TISLBU di Kabupaten Cianjur sebagai tindak
lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2025. Kebaruan
kajian ini terletak pada analisis kebutuhan pengaturan operasional TISLBU di
tingkat daerah, khususnya dalam aspek pelaporan, pengelolaan data, koordinasi
kelembagaan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi. Kajian ini
diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam
merumuskan Peraturan Bupati sebagai instrumen operasional pelaksanaan
TJSLBU.

B. METODE

Kajian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan
peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kebijakan.
Metode hukum normatif digunakan karena fokus kajian ini adalah menganalisis
kebutuhan pengaturan operasional tata kelola Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) di Kabupaten Cianjur berdasarkan norma
hukum, dokumen kebijakan, dan konsep tata kelola. Pendekatan peraturan
perundang-undangan digunakan untuk menelaah dasar hukum pelaksanaan
TJSLBU, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep
CSR, tata kelola, dan collaborative governance. Pendekatan kebijakan digunakan
untuk menganalisis permasalahan implementasi TISLBU serta merumuskan
alternatif penguatan kebijakan daerah (Muhaimin, 2020).

Bahan kajian yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan dokumen kebijakan daerah. Bahan hukum primer meliputi Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas,
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Badan Usaha, serta Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16
Tahun 2025 tentang Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan
Usaha. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang
relevan dengan CSR, tata kelola, implementasi kebijakan, dan collaborative
governance. Dokumen kebijakan daerah yang digunakan meliputi RPJMD
Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029, naskah akademik rancangan peraturan
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daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, serta data
pelaporan TJISLBU Kabupaten Cianjur.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui telaah terhadap regulasi,
dokumen kebijakan, dan literatur yang relevan. Untuk mempertajam analisis
kebijakan, kajian ini menggunakan tiga alat analisis, yaitu CGI (Controversy, Gap,
and Inconsistency), USG (Urgency, Seriousness, and Growth), dan kerangka
analisis Eightfold Path yang dikembangkan oleh Bardach. Analisis CGI digunakan
untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi aktual dalam
pelaksanaan TJSLBU. Analisis USG digunakan untuk menentukan prioritas
masalah berdasarkan tingkat urgensi, keseriusan, dan potensi perkembangan
masalah. Selanjutnya, kerangka analisis Eightfold Path Bardach digunakan untuk
menilai alternatif kebijakan berdasarkan kelayakan teknis, kemungkinan ekonomi
dan pembiayaan, kelayakan politik, serta operasionalitas administratif (Bardach &
Patashnik, 2020). Ketiga alat analisis tersebut digunakan secara berurutan: CGI
memetakan permasalahan, USG menyaring masalah prioritas, dan kerangka
Eightfold Path menilai kelayakan alternatif kebijakan. Penilaian pada analisis USG
maupun FEightfold Path menggunakan skala 1-5 yang ditetapkan penulis
berdasarkan telaah dokumen kebijakan dan data pelaporan TISLBU Kabupaten
Cianjur (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2025a).

Kajian ini tidak menggunakan survei atau wawancara sebagai sumber data
primer, melainkan bertumpu pada telaah normatif dan analisis dokumen kebijakan.
Hal tersebut sesuai dengan tujuan kajian, yaitu menganalisis urgensi pengaturan
operasional tata kelola TJSLBU sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2025. Dengan metode tersebut, hasil
kajian diarahkan untuk menjelaskan permasalahan tata kelola TJSLBU,
mengidentifikasi akar masalah, mengevaluasi alternatif kebijakan, dan
merumuskan kebutuhan pengaturan operasional melalui Peraturan Bupati.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Permasalahan Tata Kelola TJSLBU di Kabupaten Cianjur

Pelaksanaan TJSLBU di Kabupaten Cianjur telah memiliki dasar hukum
melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2025. Namun,
pelaksanaannya masih menghadapi persoalan tata kelola, terutama dalam aspek
integrasi program, pelaporan, pengelolaan data, koordinasi, pembinaan,
pengawasan, pemantauan, dan evaluasi. Untuk mengidentifikasi permasalahan
tersebut, kajian ini menggunakan analisis CGI (Controversy, Gap, and

Inconsistency) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Analisis CGI Permasalahan TISLBU

Permasalahan
No Issue ;
Controversy Gap Inconsistency
1 Pelaksanaan Program TJSLBU Belum Program TJSLBU
program masih  berjalan terintegrasinya belum
TJSLBU (isl)  parsial program TJSLBU berkesinambungan
dengan  agenda dengan  pelaksanan
pembangunan pembangunan daerah
daerah
2 Data dan Rendahnya Belum Pelaporan  TJSLBU
pelaporan kepatuhan badan lengkapnya data belum terlaksana

TJSLBU (is2)  usaha dalam perusahaan dan
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pelaporan data pelaksanaan secara tertib dan
TJISLBU TJISLBU konsisten
3 Koordinasi, Komunikasi antar Mekanisme Koordinasi
pembinaan, pemangku pembinaan  dan pelaksanaan TJISLBU
dan kepentingan pengawasan belum dilakukan
pengawasan belum terbangun belum  berjalan secara terpadu antar
TJSLBU (is3)  baik optimal pemangku
kepentingan

Sumber: analisis penulis berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Cianjur (2025a).

Berdasarkan Tabel 1, kelemahan tata kelola TISLBU tampak pada tiga aspek
yang saling berkaitan. Program yang belum terintegrasi menyebabkan kontribusi
badan usaha sulit diarahkan pada prioritas pembangunan daerah. Di sisi lain,
rendahnya pelaporan membuat pemerintah daerah tidak memiliki data yang
memadai untuk melakukan evaluasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan
TJSLBU bukan semata-mata terletak pada partisipasi badan usaha, tetapi juga pada
belum kuatnya sistem tata kelola yang mengatur hubungan antara pemerintah
daerah, badan usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Temuan tersebut sejalan dengan Sitepu dan Maulana (2021) serta Setiawati
dkk. (2022) yang menegaskan bahwa tata kelola CSR membutuhkan kolaborasi
antarpemangku kepentingan sekaligus mekanisme pengawasan yang tegas dalam
regulasi daerah. Pola yang sama ditemukan Sitakar dan Rangkuti (2024) di
Kabupaten Dairi dan Kurniawan dkk. (2025) di Kabupaten Muara Enim, yaitu
bahwa tanpa aturan teknis yang mengikat, forum dan komitmen kolaboratif
cenderung berhenti pada tataran simbolik.

Tabel 2. Analisis USG Permasalahan TISLBU

No Masalah Urgency Seriousness Growth  Skor
) ) (G) Total

4 4 4 12

1 Program TJSLBU masih
berjalan parsial

2 Belum terintegrasinya
program TJSLBU dengan 5 5 4 14
agenda pembangunan daerah

3  Program TJSLBU belum
berkesinambungan dengan
pelaksanaan ~ pembangunan
daerah

4  Rendahnya kepatuhan badan
usaha dalam  pelaporan 5 5 5 15
TJSLBU

5 Belum lengkapnya  data
perusahaan dan data 5 5 4 14
pelaksanaan TJSLBU

6 Pelaporan TJSLBU belum
terlaksana secara tertib dan 5 4 5 14
konsisten

7  Komunikasi antar pemangku
kepentingan belum terbangun 4 4 4 12
baik
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8  Mekanisme pembinaan dan

pengawasan belum berjalan 5 5 4 14
optimal
9  Koordinasi pelaksanaan

TJISLBU belum dilakukan
secara terpadu antar pemangku
kepentingan
Sumber: analisis penulis berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Cianjur (2025a).

Penentuan isu yang paling mendesak pada kajian ini menggunakan metode
USG (Urgency, Seriousness, and Growth). Hasil analisis pada Tabel 2
menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan badan usaha dalam pelaporan TISLBU
memperoleh skor tertinggi, yaitu 15. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan
merupakan masalah strategis karena berpengaruh langsung terhadap ketersediaan
data, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan TJISLBU.

Rendahnya angka pelaporan membatasi kemampuan pemerintah daerah
dalam memetakan kontribusi badan usaha. Akibatnya, program TJSLBU belum
dapat diselaraskan secara optimal dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Akar permasalahan ini terletak pada belum tersedianya pengaturan
operasional yang mengatur cara pelaporan, pengelolaan data, pembagian peran,
serta tindak lanjut terhadap ketidakpatuhan badan usaha dalam menjalankan
TIJSLBU. Dalam perspektif collaborative governance, kerja sama antara
pemerintah dan aktor nonpemerintah memerlukan aturan main, forum, serta
mekanisme koordinasi yang jelas (Ansell & Gash, 2008). Oleh karena itu,
penguatan tata kelola TJSLBU tidak cukup dilakukan melalui imbauan atau
sosialisasi, tetapi memerlukan instrumen hukum yang lebih teknis.

2.  Penilaian Alternatif Kebijakan

Berdasarkan masalah tersebut, terdapat tiga alternatif kebijakan yang
dianalisis. Alternatif tersebut meliputi penguatan sosialisasi dan koordinasi
TJSLBU, optimalisasi Website CSR sebagai sistem informasi, serta penyusunan
Peraturan Bupati tentang Tata kelola TJSLBU. Penilaian dilakukan menggunakan
metode Bardach berdasarkan empat kriteria, yaitu technical feasibility, economic
possibility, political viability, dan administrative operability.

Tabel 3. Penilaian Alternatif Kebijakan Menggunakan Metode Bardach

Alternatif Technical Economic Political Administrative  Total
Kebijakan Feasibility Possibility Viability Operability
Penguatan sosialisasi
dan koordinasi 4 5 4 4 17
TJSLBU
Optimalisasi Website
CSR sebagai sistem 4 4 4 4 16
informasi TJSLBU
Penyusunan
Peraturan Bupati
tentang Tata Kelola > 4 > > 19
TJSLBU

Sumber: analisis penulis berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Cianjur (2025a).
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Tabel 3 menunjukkan bahwa penyusunan Peraturan Bupati memperoleh skor
tertinggi, yaitu 19. Alternatif ini dinilai paling layak karena mampu memberikan
dasar operasional bagi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16
Tahun 2025. Dengan adanya Peraturan Bupati, pelaksanaan TJSLBU dapat
memiliki pedoman teknis yang lebih jelas dalam aspek pelaporan, pengelolaan data,
koordinasi, dan pengawasan. Hal ini penting karena permasalahan utama TJISLBU
tidak hanya berkaitan dengan rendahnya kepatuhan badan usaha, tetapi juga dengan
belum adanya mekanisme kerja yang terstandar.

Sosialisasi dan optimalisasi Website CSR tetap diperlukan, tetapi keduanya
tidak cukup apabila tidak didukung aturan teknis yang mengikat. Website CSR,
misalnya, hanya akan menjadi media input data apabila tidak disertai standar
pelaporan, mekanisme validasi, dan tindak lanjut terhadap badan usaha yang tidak
patuh. Oleh karena itu, Peraturan Bupati menjadi instrumen yang lebih strategis
karena dapat mengatur kelembagaan, mekanisme kerja, dan tanggung jawab para
pihak secara lebih tegas. Pengalaman daerah lain memperlihatkan bahwa sistem
informasi CSR hanya efektif apabila ditopang regulasi dan kapasitas kelembagaan
pengelolanya (Kurniawan dkk., 2025; Karya dkk., 2024; Isabella dkk., 2025).

Dengan demikian, Peraturan Bupati diperlukan untuk menjembatani norma
dalam Peraturan Daerah dengan kebutuhan implementasi di lapangan. Kejelasan
aturan pelaksanaan merupakan bagian dari pemenuhan asas kepastian hukum dalam
penyelenggaraan administrasi pemerintahan, karena norma yang tidak disertai
prosedur teknis berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan (Rahim
dkk., 2023). Melalui pengaturan operasional tersebut, kontribusi badan usaha tidak
berjalan parsial, melainkan menjadi bagian dari tata kelola pembangunan
Kabupaten Cianjur (Iskandar, 2018; Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2025a).

D. PENUTUP

Pelaksanaan TJSLBU di Kabupaten Cianjur telah memiliki dasar hukum
melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2025. Namun, hasil
kajian menunjukkan bahwa implementasinya belum berjalan optimal karena belum
didukung pengaturan operasional yang menjelaskan mekanisme teknis
pelaksanaan. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi belum terintegrasinya
program TJSLBU dengan prioritas pembangunan daerah, rendahnya kepatuhan
pelaporan badan usaha, belum lengkapnya data pelaksanaan TISLBU, serta belum
optimalnya koordinasi dan pengawasan.

Hasil analisis CGI menunjukkan bahwa persoalan TISLBU di Kabupaten
Cianjur merupakan persoalan tata kelola yang mencakup aspek program, data,
pelaporan, koordinasi, dan pengawasan. Analisis USG menunjukkan bahwa
rendahnya kepatuhan badan usaha dalam pelaporan TISLBU menjadi masalah
prioritas karena berdampak langsung terhadap ketersediaan data, pengendalian, dan
evaluasi kebijakan. Selanjutnya, hasil penilaian alternatif kebijakan menggunakan
metode Bardach menunjukkan bahwa penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata
Kelola TJSLBU merupakan alternatif paling layak dibandingkan penguatan
sosialisasi maupun optimalisasi Website CSR semata.

Berdasarkan temuan tersebut, penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata
Kelola TJISLBU menjadi kebutuhan hukum yang mendesak untuk menjembatani
Peraturan Daerah dengan kebutuhan teknis implementasi di lapangan, khususnya
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pada aspek mekanisme pelaksanaan, pelaporan, pengelolaan data, koordinasi
kelembagaan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

Sebagai saran, Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu segera menyusun dan
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola TISLBU sebagai tindak lanjut
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2025. Regulasi tersebut
perlu memuat standar pelaporan, mekanisme pengelolaan data, pemanfaatan
Website CSR, pembagian peran antarperangkat daerah dan Forum TJSLBU, serta
tindak lanjut terhadap ketidakpatuhan badan usaha. Penguatan sosialisasi dan
optimalisasi sistem informasi tetap diperlukan sebagai langkah pendukung. Kajian
ini terbatas pada telaah normatif dan dokumen kebijakan, sehingga penelitian
lanjutan yang bersifat empiris terhadap perilaku kepatuhan badan usaha serta
evaluasi dampak setelah Peraturan Bupati ditetapkan masih diperlukan.
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